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Abstract : In highly competitive era in the educational sector, the performance of 
private education unit manager, especially in terms of the quality of revenue and 
financing management process should be realized according to the plan to support 
the achievement of the expected goals. Therefore, all schools in Banda Aceh, as the 
manager it is necessary to measure the optimal level of school budget and 
revenues that have a functional planning, execution, control and supervision. 
Budget surplus was a dominant issue. This study focusses its analysis on the 
issues of schools’ budget in Banda Aceh, Indonesia. The study found that the 
performance of schools’ budget and revenues was not functioning optimally. 
Using the diagram method, this study then identified the causes of suboptimal 
performance, also undertake a review of policies of financing managemnet that 
already exist to seek improvements to optimize performance. By minimizing the 
causes that exist and by using the principles of Kaizen, which repairs, are carried 
out continuously and showed an increase in the performance of budget and 
revenues who proved the use costs of less than the plan during the empirical test 
period. By optimizing the performance of budget and revenues is very supportive 
for the school manager in Banda Aceh in formulating policies to achieve the 
desired goals. 
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PENDAHULUAN 
Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan yang dibuktikan dengan tumbuh dan 
berkembangnya pengelola pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat 
persaiangan bisnis di dunia pendidikan bagi pengelola dirasakan semakin ketat. Hal ini 
dapat ditunjukkan adanya beberapa unit pendidikan mendapatkan siswa lebih dari 
target yang ditetapkan dan ada pula yang mendapatkan siswa jauh dari yang 
diharapkan. Sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan tersebut diatas, 
kegiatan yang dikelola oleh pengelola pendidikan semakin banyak juga, baik dari jenis 
kegiatan, volume kegiatan maupun biaya kegiatan. Pendekatan mutu yang berorientasi 
pada perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus merupakan suatu 
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Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (ABBS) merupakan salah satu sistem, 
nampaknya cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi 
dan pengawasan dari seluruh aktivitas organisasi atau pengelola pendidikan. Dengan 
menggunakan APBS, pengelola dapat menyusun perencanaan dengan lebih baik dan 
seksama sehingga koordinasi dan pengawasan yang dilakukan dapat memadai pula.   
Menghubungkan dengan keadaan di Kota Banda Aceh, jumlah sekolah baik 
swasta maupun negeri bahkan bersifat pendidikan terpadu adalah kelompok organisasi 
pengelola pendidikan yang cukup besar. Memang, kita teap berprasangkan baik 
terhadap realita yang ada, dimana setiap sekolah yang ada di Banda Aceh ini telah 
melakukan pengelolahan yang cukup baik terhadap pelaksanaannya. Hal ini dapat 
dibuktikan adanya beberapa unit pendidikan yang difavoritkan masyarakat dan 
adanya beberapa unit pendidikan yang dipercaya sebagai madrasah 
unggulan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelola dihadapkan pada tantangan 
yang cukup berat terutama di bidang pengelolahan dan pengendalian anggaran. Untuk 
mempertahankan predikat unit pendidikan favorit dan unggulan, pengelola dituntut 
untuk memenuhi beberapa kebutuhan baik biaya operasional pendidikan maupun 
pemenuhan infra struktur yang dibutuhkan sehingga setiap tahun ajaran pendidikan 
terakhir pengelola dihadapkan suatu permasalahan yaitu pengeluaran biaya melebihi 
Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah yang telah ditetapkan (over budget). 
Mengacu pada permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan dalam penelitian 
adalah ditemukannya upaya mengoptimalkan biaya operasional sekolah (anggaran dan 
pendapatan) menjadi lebih, terbuka dan transparan. Dan dalam pemanfaatannya dapat 
ditemukan upaya membangun jalur dan koordinasi yang baik antara sekolah dengan 
komite sekolah masing-masing.  
METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di Banda Aceh, pada beberapa sekolah baik SD/sederajat, 
SMP/sederajat maupun SMA/sederajat, yang dipilih khusus pada beberapa sekolah 
yang diduga maish belum optimal dala serapan dan penggunaan anggaran sekolah.  
Dalam kajian ini, metode deskriptif kualitatif adalah salah satu yang paling ideal 
pendekatannya. Sehingga permasalahan yang berakar dari suatu objek atau peristiwa 
dapat dibahas sebaik mungkin tanpa meninggalkan perdebatan berkepanjangan 
dengan mengedepankan acuan penting dalam perolehan data kualitatif. Penggunaan 
sampel dalam penelitian ini tidak ditentukan terlebih dahulu, karena prinsipnya 
semata-mata pada hasil tidak pada proses namun pemilihan sampel sebagai acuan 
penelitian ini dipilih secara bertujuan (purposive sampling), sehingga dapat dilihat 
dimensi positif dan negatif dari akar masalah yang timbul. Maka itu, pegumpulan data 
dalam penelitian dilakukan melalui telahaan pustaka serta beberapa dokumentasi baik 
dari sumber elektornik (online) maupun media massa, yang data tersebut bersifat 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dana BOS untuk Semua  
Tingginya bantuan tersebut memungkinkan dana BOS cukup besar dikelola oleh tiap-
tiap sekolah setiap tahunnya di Kota Banda Aceh. Bahkan beberapa sekolah yang 
cukup besar bisa mengelola anggaran dana BOS hingga 1 milyar rupiah per tahun 
dengan jumlah siswa lebih dari 800 anak. Besarannya dana BOS tiap sekolah dihitung 
berdasarkan jumlah siswa. Sehingga sekolah yang memiliki siswa lebih banyak akan 
mendapatkan dana lebih besar. Biaya inilah nantinya yang digunakan sebagai biaya 
operasional sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.  
Dalam Workshop Lanjutan Pengembangan Model Pengawasan dana BOS yang 
diadakan di Banda Aceh pada tahun 2013 lalu diharapkan dapat berbasis masyarakat. 
Optimalisasi penggunaan dana tersebut seharusnya dapat mengurangi beban biaya 
pendidikan yang ditanggung orang tua siswa. Pengelolaan yang baik dapat mendorong 
efisiensi dan mungkin mencapai cita-cita sekolah gratis. Hal tersebut sangatlah 
memungkinkan mengingat dana BOS tidak hanya turun dari tingkat nasional tetapi 
juga bisa berasal dari tingkat provinsi ataupun tingkat kebupaten.  
Tingginya bantuan tersebut memungkinkan dana BOS cukup besar dikelola oleh 
tiap-tiap sekolah setiap tahunnya. Dana BOS jumlah dana yang cukup besar juga 
berpotensi terjadi penyelewengan dalam penggunaanya. Hasil assessment 
menunjukkan bahwa pelaksanaan dana BOS rentan penyelewengan. Dan ini pun 
dibuktikan oleh pernyataan lembaga Program Manager Yayasan Satu Karsa Karya. 
Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan ketika merunut hasil laporan dari Indonesian 
Corruption Watch (ICW) mengenai potensi penyelewengan dana BOS. Format 
penyelewengan yang umum terjadi mulai dari pembelian bahan-bahan yang tidak 
relevan dan tidak mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian berlanjut kepada 
potensi mark-up dalam pembelian barang dan jasa.  
Terjadiya penyelewengan dalam penggunaan dana BOS seharusnya dimaknai 
sebagai upaya untuk mengambil hak untuk menikmati pendidikan. Dana yang terjadi 
penyelengan tersebut dapat digunakan untuk membiayai satu atau dua anak lainnya 
untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. 
Agaknya asumsi tersebut dapat dibenarkan. Efisiensi penggunaan anggaran 
dana BOS berarti upaya untuk memperluas jumlah siswa yang akan mendapatkan 
manfaat dari penggunaan bantuan tersebut. Sehingga ketika terjadi penyelewengan 
jumlah siswa yang mendapatkan bantuan akan semakin berkurang. Dan sangat 
mungkin untuk tidak melanjutnya atau menyelesaika pendidikannya. Menyepakati 
asumsi tersebut, penyelewengan dana BOS seharusnya dipahami sebagai upaya 
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Dana BOS Diawasi Bersama  
Dana BOS adalah milik bersama, maksudnya, dana BOS diberikan oleh pemerintah 
kepada masyarakat melalui institusi sekolah. Sehingga dana bantuan tersebut pada 
dasarnya adalah milik murid dan orang tua murid. Hanya saja dikelola oleh sekolah 
dan diwajibkan untuk tujuan pendidikan.  Menyadari bahwa dana BOS adalah milik 
bersama, maka penggunaannya pun juga harus diawasi bersama. Juknis BOS yang 
dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan memberikan ruang untuk melakukan 
pengawasan oleh orang tua murid melalui media Komite Sekolah. 
Orang tua murid sebagai pemilik syah dari dana tersebut seharusnya turut serta 
untuk mengawasi dana BOS sejak perencanaan anggaran. Hal tersebut penting untuk 
memastikan bahwa dana BOS dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan 
pendidikan anaknya. Pengawasan sejak proses perencanaan dana BOS memungkinkan 
adanyan control terhadap penggunaannya. Keterlibatan sejak perencanaan 
memungkinkan untuk meminimalisasi dan mengurangi potensi penyelewengan dana 
BOS dalam penyelenggarannya. 
Nasib optimalisasi dana BOS terletak di tangan orang tua murid. Ketika orang 
tua murid turut serta mengawasi agaknya proses penyelewengan terhadap 
penggunaan dana BOS dapat diminimalisir. Alhasil, cita-cita sekolah gratis 9 tahun 
dapat dengan pelan-pelan diwujudkan di Indonesia. Dana Bantuan Operasional 
Sekolah, atau sering disebut sebagai BOS, sudah tidak lagi asing di telinga orang tua 
murid. Bahkan dana bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah sejak tahun 2005 
tersebut mungkin telah cukup membantu sebagian orang tua murid. Meski belum 
mampu membuat mimpi pendidikan gratis menjadi nyata, tetapi setidaknya 
pendidikan murah merupakan sebuah kondisi yang dapat dicapai.  
Alokasi Dana BOS tahun 2012 meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun 2005, 
selain karena didorong oleh meningkatnya jumlah murid yang dibantu, hal tersebut 
juga merupakan wujud komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan pendidikan 
murah bagi semua. Terhitung pada tahun 2012 sejumlah Rp. 290 triliun dana 
dikucurkan untuk dana BOS. Jumlah tersebut akan meningkat sejumlah 6,7% pada 
tahun 2013 atau sebesar Rp. 331,8 triluin rupiah. Sebuah dana yang cukup besar dan 
bisa membantu 45 juta murid SD dan SMP di seluruh Indonesia. Tentunya, sejumlah 
dana tersebut dapat dikucurkan dan berkontribusi terhadap akses pendidikan yang 
berkualitas dan lebih baik. 
Besarnya dana BOS tentunya merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi 
pengelola dana BOS. Selain berusaha untuk mendorong agar dana tersebut dapat 
optimal digunakan dan dimanfaatkan oleh sekolah di Banda Aceh demi pendidikan 
peserta didik. Hal lain yang harus juga diperhatikan adalah potensi penyelewengan 
dan korupsi di sela-sela penggunaan dana BOS di Kota Banda Aceh. Kecurigaan 
tersebut tampaknya bukan tanpa alasan karena potensi korupsi akan selalu ada jika 
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korupsi yang mungkin terjadi, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan terus berupaya untuk melakukan revisi dan pembenahan terhadap sistem 
pengelolaan dana BOS.  
Setidaknya upaya tersebut mulai dilakukan pada awal 2012 dengan 
menyalurkan dana BOS langsung kepada sekolah. Terobosan tersebut bukannya tanpa 
resiko, setiap upaya pencegahan terhadap korupsi yang dilakukan pemerintah selalu 
saja muncul ruang penyelewengan oleh para oknom pengelolaan dana BOS. Salah satu 
strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menangkal potensi penyelewengan 
dana BOS dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif orang tua murid. 
Partisipasi aktif Orang Tua Murid terutama Komite Sekolah diberikan ruang oleh 
Mendikbud terutama dalam Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2011. 
Secara eksplisit orang tua murid melalui Komite Sekolah diberikan ruang untuk 
melakukan pengawasan dan terlibat langsung di dalam pengelolaan dana BOS. Ketika 
orang tua murid terlibat penuh dalam pengelolaan dana BOS, maka potensi-potensi 
penyelewengan dapat dikurangi melalui model-model pengawasan bersama. Model 
pengawasan bersama akan mengurangi potensi pihak pengelola dana BOS untuk 
melakukan penyewelengan. Berbagai data yang disajikan di dalam laporan atau potensi 
manipulasi dapat diidentifikasi dan ditelisik bersama oleh para anggota Komite 
Sekolah yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan research assessment yang dilakukan 
sejak bulan Januari 2015 lalu, menemukan beberapa modus penyelewengan yang 
berpotensi dilakukan oleh pengelola BOS di tingkat sekolah di Banda Aceh. Berbagai 
potensi tersebut dapat secara spesifik dilihat di bawah ini: 
1. Modus-modus penyelewengan implementasi dana BOS, 
2. Belum menyusun dan mengesahkan APBS sebelum membelanjakan dana BOS, 
3. Tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dalam RAPBS, 
4. Tim Manajemen BOS kurang transparan dalam mengelola dana sekolah, 
5. Manipulasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana BOS, dalam cara penyusunan 
dan mekanisme pengesahan dari APBS menjadi APBS. Padahal salah satu media 
perencanaan yang dipakai sekolah dalam pengelolaan keuangannya adalah 
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), 
6. Sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya 
(belum membebaskan biaya/iuran bagi siswa tidak mampu di sekolah dan tetap 
memungut iuran/biaya pendidikan seperti iuran ekstrakurikuler, sumbangan 
pengembangan sekolah dan iuran komputer kepada siswa), 
7. Digunakan atau dibelanjakan tidak sesuai petunjuk teknis, dan bukti kwitansi 
yang tidak realistic, dan penggelembungan data siswa. 
Pernyataannya kemudian, ketika potensi penyelewengan tersebut sudah terlihat 
dan teridentifikasi. Kemudian sejauhmana Komite Sekolah di Kota Banda Aceh dapat 
mengawasi? Apakah komite sekolah memiliki ruang-ruang untuk terlibat sehingga 
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juga terdapat peraturan lainnya yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 
Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kepmen tersebut 
menguatkan posisi Komite Sekolah sebagai ujung tombak dan lidah penyalur 
kepentingan orang tua murid. Selain berfungsi sebagai jembatan kepentingan orang tua 
murid, Komite Sekolah juga berfungsi sebagai media komunikasi kepentingan antara 
pihak sekolah.  
Bahkan secara spesifik di dalam Juknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
No. 51 tahun 2011. Pemerintah memberikan ruang kekuasaan kepada Komite Sekolah 
untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, memonitoring pengelolaan hingga 
harus menyetujui Laporan Penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh Panitia BOS 
sekolah. Secara lebih spesifik wewenang tersebut dapat dilihat sebagaimana 
diterangkan di bawah ini.  
Ruang partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah dalam pengawasan dana 
BOS: 
1. Komite Sekolah terlibat dalam pengelolaan dana BOS,  
2. Terdapat satu perwakilan orangtua murid di luar Komite Sekolah yang masuk 
dalam Manajemen Tim BOS terlibat dalam pengelolaan oleh Komite Sekolah, 
3. Orangtua berhak mendapatkan sosialisasi program, informasi, mendapatkan 
layanan pengaduan, 
4. Melalui Komite Sekolah mengetahui pembelian barang, 
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan 
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan 
oleh SKPD Pendidikan Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah 
swasta), 
6. Adanya struktur unit monitoring dan evaluasi, serta pelayanan dan penanganan 
pengaduan masyarakat dalam struktur Tim pelaksana BOS, 
7. Sekolah yang tidak menyelenggarakan dana BOS harus disetujui orangtua murid 
melalui Komite Sekolah. 
Peraturan pemerintah dan sistem perundangan setidaknya sudah memberikan 
ruang yang cukup luas bagi orang tua murid terutama Komite Sekolah untuk turut 
serta dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Permasalahnnya kemudian, apakah 
orang tua murid memiliki cukup nyali dan kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap pihak sekolah. Hal tersebut dikarenakan orang tua murid seringkali berada di 
dalam posisi lemah ketika dihadapkan dengan pihak sekolah. 
Sebuah kisah yang ditemukan dalam kajian ini menarik untuk dijadikan contoh 
kasus. Salah seorang ibu, sebut saja Ibu AM yang berprofesi sebagai IRT yang 
kegiatannya menjajakan makanan basah pada beberapa warung kopi setiap paginya. 
Sikap AM mengkritik salah satu pungutan yang dilakukan sekolah. Menurutnya, 
pungutan yang dilakukan tersebut tidak jelas rinciannya. Karena bingung akan 
mengadu kemana, maka dia melaporkannya ke salah satu media massa. Sebagaimana 
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ditelusuri. Akhirnya berita ini meluas dan salah satu Dinas Pendidikan 
menindaklanjuti memberikan surat peringatan kepada sekolah tersebut. 
Bukannya kepala sekolah terbuka untuk menjelaskan, tetapi malahan sebaliknya, 
Kepala sekolah mengumpulkan semua orang tua/wali murid untuk dimarahi. Tak 
terhenti disitu, pihak sekolah berusaha mencari tahu siapa yang mengadu. Akibatkan 
anak dari yang terduga mengadu malahan dideskreditkan di ruang kelas oleh para 
guru dan kepala sekolah. 
Contoh kasus ini agaknya menarik untuk digarisbawahi, bahwa pengawasan 
yang dilakukan oleh Komite Sekolah atau orang tua murid tidak hanya membutuhkan 
ruang dan dukungan kebijakan semata. Tetapi terlebih lagi membutuhkan kapasitas 
serta keberanian orang tua murid untuk melakukannya. Berbagai upaya untuk 
melakukan pengawasan haruslah didasarkan strategi yang cerdik dan sinergi agar 
dapat mencapai tujuan utamanya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 
BOS di sekolah. Kedua aspek tersebut tak lain ditujukan demi pemenuhan hak dasar 
warga negara terutamanya di bidang pendidikan. 
Sulitnya Memperoleh Data Program BOS 
Program BOS merupakan isu yang sangat sensitif bagi yang terkait. Beberapa hhasil 
temuan yang telah dipublikasikan oleh salah media massa di Aceh dalam melakukan 
liputan eksklusifnya dan juga hasil temua research assesment oleh pihak salah satu 
LSM anti Korupsi di Banda Aceh tentang program BOS. Proses awal yang dilakukan 
membangun kerja sama dengan pihak yang mempunyai pengalaman dalam hal 
tersebut. Dalam memetakan bentuk dan modus penyelewengan dana BOS banyak yang 
bisa kita gunakan sebagai acuan atau referensi tetapi dalam monitoringnya belum ada.  
Proses yang menjadi tantangan ketika berhadapan dengan Dinas Pendidikan 
dan Olah Raga. Studi kasus pada beberapa sekolah yang diupayakan liput oleh LSM 
anti rasuah di salah satu SMP di Kota Banda Aceh (SMP A), tidak menjadi hambatan 
karena kooperatifnya kepala sekolah terhadap rencana peliputan yang akan dilakukan 
oleh media massa dan LSM anti rasuah. Tetapi untuk sekolah SMP lain di Kota Banda 
Aceh akan lain ceritanya. Tidak sampai disitu, LSM mengirim surat permohonan 
rekomendasi untuk melakukan penelitian selama 3 kali pertemuan saja. Namun tidak 
ada balasan, begitu sulit kepala-kepala sekolah meresponnya kegiatan Reportase yang 
akan dilakukan oleh LSM anti rasuah ini. Kabar ini sempat heboh seantero Kota Banda 
Aceh dan semakin menambah kecurigaan orangtua murid terhadap pengelolaann dana 
BOS ini.  
 
Gambaran Umum Perencanaan Pembiayaan Operasional Sekolah 
Penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan selalu berpatokan pada sistem 
penganggaran, sedangkan penganggaran merupakan proses penyusunan anggaran 
(budgeting). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif 
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kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam penganggaran 
tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Karenanya 
dalam melaksanakan perlu dilakukan dengan baik dan bermusyawarah.  
Perencanan pembiayaan di sekolah di Banda Aceh sebagian besar masuk dalam 
penyusunan RAPBS yang disusun secara efektif dan efisien. Ini sejalan dengan apa 
yang diungkapkan Fattah (2007:26) bahwa dalam penyusunan anggaran adalah 
bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai 
dengan skala prioritas. Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran 
memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik dan sebagaimana yang tercantum dalam 
Undangundang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 bahwa pengelolaan dana pendidikan 
berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 
Dalam penyusunan anggaran, secara umum sekolah di Banda Aceh terlebih 
dahulu membuat RAPBS pada awal tahun pembelajaran dengan melibatkan Kepala 
Sekolah, bendahara dan para guru dalam pembuatan rancangan anggaran pendapatan 
belanja sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini dilakukan agar ketika proses 
pembelajaran dimulai, segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan proses 
pembelajaran dapat dilaksanakan dengan maksimal. Ini sejalan dengan apa yang 
diungkapkan oleh Harjanto (2008:14), bahwa perencanaan adalah proses 
mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
Sementara itu, dalam proses penyusunan perencanaan pembiayaan sekolah, 
Sekolah telah sepenuhnya melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam 
perencanaan pembiayaan sekolah sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyasa 
(2007:56) bahwa perencanaan pembiayaan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, 
yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah 
(RAPBS). 
Dalam penyusunan anggaran sekolah tidak semua sekolah menganut prinsip 
pembagian wewenang, hanya sebagian kecil sekolah yang melalkuka prinsi pembagian 
wewenang pelaksanaan pembiayaan dilakukan oleh bendahara sekolah. Ini sejalan 
dengan apa yang diungkapkan Fattah (2007:44) bahwa anggaran harus disusun 
berdasarkan prinsip-prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas 
dalam manajemen organisasi, adanya system akuntansi yang memadai, adanya 
penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dari 
pelaksana. 
Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan 
pada masa depan. Kegiatan ini dimaksud untuk mengatur sumber daya agar hasil yang 
dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan 
dan sasaran yang hendak dicapai secara efektif dan efisien. Suatu lembaga pendidikan 
sebagai produsen jasa pendidikan secara teoritis menimbulkan konsep biaya yang sama 
dengan bidang-bidang aktivitas lainnya. Dana atau biaya pendidikan merupakan faktor 
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(sekolah). Artinya lembaga pendidikan tersebut memerlukan dana yang akan 
dipergunakan dalam berbagai keperluan, yaitu untuk gaji tenaga kependidikan 
lainnya, gaji tenaga administrasi, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana (ruang belajar, ruang laboratorium, perpustakaan, gedung dan fasilitas 
lainnya) serta biaya penyelenggaraan pendidikan, perluasan dan pengembangannya. 
Penyusunan aggaran merupakan langkah-langah positif untuk merealisasikan 
penggunaan pembiayaan. 
Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, 
penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau kesepakatan antara pucuk pimpinan 
dengan bawahannya untuk menentukan besarnya alokasi biaya untuk suatu 
penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang 
pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari sumber dana. 
Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Senduk (2006:27) 
mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut: 
 
1. Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan 
prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat 
diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-
efectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai 
sasaran. 
2. Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme 
anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran 
perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukkan inventarisasi kelengkapan 
peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia. 
3. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukaan, 
melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuatn perhitungan, 
mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta 
membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Menilai pelaksanaan 
anggaran, yaitu menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana 
pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan 
anggaran yang akan datang. 
Karena itu, pengaturan biaya pendidikan berhubungan dengan keputusan-
keputusan organisasi, secara umum dapat dibedakan dalam: 
 
1. Keputusan tentang alokasi dana ke berbagai macam aktifitas, 
2. Keputusan optimalisasi sumber-sumber pemasukan yang berdasarkan 
pemasukan yang berdasarkan aturan, 
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Melakukan analisis dan pengambilan keputusan-keputusan organisasi atau 
lembaga merupakan tugas fungsional bagian keuangan. Tugas fungsional bagian 
keuangan adalah mengambil keputusan yang dapat dibagi ke dalam keputusan yang 
efektif dan tidak merugikan organisasi ataupun lembaga. Untuk melaksanakan tugas-
tugas tersebut, seorang pengelola keuangan harus mengetahui empat aspek yaitu: 
 
1. Berpedoman kepada rencana anggaran yang tepat, 
2. Mengestimsi secara tepat nilai nominal sumber-sumber keuangan, 
3. Mencermati tentang pengaruh waktu dan ketidakpastian, 
4. Memperhitungkan efisiensi pengaruh waktu dan ketidakpastian, 
5. Menghitungkan efisiensi pengeluaran secara cermat. 
 
Pembiayaan sekolah berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah 
maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi 
kepentingan pendidikan, orang tua atau peserta didik, dan masyarakat. Keuangan dan 
pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak 
terpisahkan dalam pendidikan.  
Oleh karena itu, sekolah subjek penelitian selalu merencanakan anggaran 
dengan matang untuk kelancaran proses belajar mengajar.  Biaya sekolah subjek 
penelitian terdiri dari biaya rutin dan biaya operasional. Biaya rutin selalu lancar 
dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru). Biaya 




Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa poin penting yang dapat ditarik sebagai 
kesimpulan dalam kajian ini, yaitu: 
1. Terhadap optimalisasi penggunaan dana BOS di Banda Aceh diakui memnag 
belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal, penutupan anggaran yang 
cenderung dipaksakan membuat sisa dana ini setiap tahun habis terpakai meski 
tidak dalam “kewajaran” aturan yang ada. 
2. Pengawasan dana BOS hampir seluruh sekolah di Banda Aceh cenderung sulit 
diakses oleh masyarakat luas sebagai mitra dalam pendidikan anak bahkan LSM 
anti korupsi juga mengakui hal ini, sehingga dalam keadaan ini tidak sedikit 
yang beragumentasi untuk pengawasan secara terbuka dan akuntabel. Harus 
diingat bahwa, orangtua murid adalah pemilik sah dari dana dimaksud sebagai 
perpanjangan tangan untuk pengelolaan pada sekolah. 
3. Dalam penyusunan anggaran sekolah tidak semua sekolah menganut prinsip 
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